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ABSTRACT

The sophistication of Internet technology to pestetthe boundaries of
time and distance, so the physical boundaries ekthte is no longer a barrier to
communication and interaction of the various ingtseof the community. The
ability of the Internet has changed the way of khi'j, interacting and act also
impacts the law. The law is usually based on samgtreal (physical) but the
Internet has changed the real thing into sometithwy is electronic, like send a
letter via e-mail. This means requires a broal wtdnding of the evidence in
the trial. However, although the arrangemant of gwver of e-mail in the trial
process but clearly there is no evidence in taifof electronic data in the form
of e-mail has been recognized. A casc.in poinhés dase of Prita Mulyasari
against The RS OMNI INTERNAT!'ONAL, in which casgabewhen Prita
Mulyasari write an e-mail or electrari=“mail conmtéig complaints about the
service The RS Pritchard OMNI ! ITERNATIONAL scatleto various mailing
lists that result from it Party RS On'NI INTERNATIAIN felt aggrieved and
suing Prita Mulyasari the Civil.Coc2 to the TangegaDistrict Court.

From the results of tiis study, there are three mihings that can be
inferred. First, that the position / existence of @ectronic information as valid
evidence in the case of FPiita Mulyasari has a clpasition that can be seen
clearly in the Law No.. .22 ear 2008 on ITE Artibleparagraph 1 to 4, then the
electronic evidence i=.aa extension of the todtarg evidence in civil procedure
law; Secondly, that.ti.ese considerations to thee cafs Prita Mulyasari judge
related to electronic.information is a consideratithat discusses thoroughly the
contents of electrenic mail or e-mail Prita Mulyaisar electronic information
which according to the judges on the district coamtd the High Court is against
the law in accordance with the basis of a lawsiedfby the Plaintiff, while the
level of the Supreme Court of the Supreme Coud judgment stated that the
action was not proven Prita Mulyasari committed amawful act. Third, the
court ruling against Prita Mulyasari not comply witaw No. 11 Year 2008 on
Information and Electronic Transactions that can geen clearly in all the
considerations and decisions that never entireliemeng to Law No. 11 Year
2008 on Information and Electronic Transactions.
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PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubahilgku dan pola
hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknwiformasi telah pula
menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyabgidrubahan sosial,
budaya dan ekonomi juga pola penegakan hukum yaugra signifikan
berlangsung demikian pesat. Dengan teknologi infgingang berkembang saat
ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat memgetataupun
berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai beldhami secara seketika
dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang daigaindkan mulai dari radio,
televisi, telepon, telepon genggam, telegram, fdgindan yang terakhir internet
melalui jaringan komputer. Teknologi informasi saetmenjadi pedang bermata
dua, karena selain memberikan kontribusi b2 g@itan kesejahteraan,
kemajuan dan peradaban manusia, sekaligu.. mengdnas efektif dalam
melakukan perbuatan melawan huktim.

Hukum telematika yang merupakan_ 2esjudan darv&ogensi hukum
telekomunikasi, hukum media, dan hukur: in ‘ormatilsilah lain, yang juga
digunakan adalah hukum teknologi irformélaw of information technology),
hukum dunia maydvirtual world lawidai. hukum mayantafalstilah-istilah
tersebut lahir, mengingat kegiatan yaiig dilakukaelafaoi jaringan sistem
komputer dan sistem komunikas:, waik dalam lingkaogal maupun global
(internet) dengan memanfaatkan =k:iologi inforntaibasis sistem komputer
yang merupakan sistem elektreizi.~yang dapat diBleatra virtual. Permasalahan
hukum yang seringkali dihzucni® adalah ketika téridgéngan penyampaian
informasi, komunikasi, dan/ a1 iransaksi secktarenik, khususnya dalam hal
pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatdurhuyang dilaksanakan
melalui sistem elektronik:

Bentuk nyata canperbuatan hukum yang dilaksanakafalui sistem
elektronik saat ini sai'yo beranekaragam salahcsatioh adalah seperti kegiatan
berkirim e-mail, he! i juga dapat mengakibatkargmalan hukum apabila kita
menyalahgunaka iy~ baik disengaja atau tidak digzsghingga kita perlu hati-
hati dan bijak aciim menggunakanya. Karena, kegiaialalui media sistem
elektronik yang disebut ruang sibecyler spacg bersifat virtual dapat
dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukamg nyata. Secara yuridis
kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati aengkuran dan kualifikasi
hukum konvensional saja sebab jika cara ini ditdmpikan terlalu banyak
kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukKegiatan dalam ruang
siber adalah kegiatan virtual yang berdampak samgdat meskipun alat buktinya
bersifat elektronik. Dengan perluasan alat buktkangubjek pelakunya dapat
dikualifikasikans sebagai orang yang telah melakugarbuatan hukum secara

! Siswanto Sunarsdiukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi ¥asPrita
Mulyasari”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, him. 39- 40.
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nyata?

Hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebw@gajlharus dapat
dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk merhkaa pelaksanaan
penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk tetekk atau hasil cetak),
maka bukti elektronik dapat disebut sebagai pealnadat bukti yang sah. Sesuai
dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia ssj@erg diatur menurut Pasal
1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Basal 284Reglement
Buiten Govesten( RBd4 Herzien Inlandsch Regleme(iIR), alat-alat bukti
yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengaaks-saksi, persangkaan-
persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan mdtasal 184 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bulkingy sah terdiri dari
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petudgnkketerangan terdakwa.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 T<hun 2008 btentaformasi
dan Transaksi Elektronik maka alat-alat bukti ek 1elah diterima sebagai
alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indona&m@ang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transal si t'lekrqoU ITE) mengakui
informasi dan dokumen elektronik sebaga™ obunu mkyang sah diatur dalam
Pasal 5 yang berbunyi:

1) Informasi elektronik dan/ a.ou dokumen elektrondn/d atau hasil
cetaknya merupakan alat bokti ' hukum yang sah;

2) Informasi elektronik dain/ atau dokumen elektronsn/datau hasil
cetaknya sebagaimana Gimiaksud pada ayat (1) menupgadiuasan
dari alat bukti yang sai' sesuai dengan hukum agarg berlaku di
Indonesia;

3) Informasi elektronik~aan/ atau dokumen elektronikydtakan sah
apabila mengaurakan system elektronik sesuai dekgfantuan yang
diatur dalam ur.aang-undang ini;

4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/ ataakudhen
elektronik seruwgaimana dimaksud pada ayat (1) tealaku untuk:

a) Surai.yarng menurut undang-undang harus dibuat dakamuk
tertus, dan

b) Surai beserta dokumenya yang menurut undang-untiangs
dibuat dalam bentuk akta notarilil atau akta yamguat dalam
bentuk akta notariil atau akta yang dibuat olehalpaf pembuat
akta.

Hal ini memiliki arti penting karena segala trarmakkomunikasi dan
kesepakatan-kesepakatan dilakukan secara elektrGoiktoh kasus yang akan
dibahas yang sinkron dengan penjelasan-penjelasatasl adalah kasus yang
terjadi pada Prita Mulyasari, kasus tersebut beamshat Prita Mulyasari
memeriksakan kesehatannya di RS Internasional @tasikeluhan demam, sakit
kepala, mual disertai muntah, kesulitan Buang esab (BAB), sakit tenggorokan,
hingga hilangnya nafsu makan. Oleh dokter rumaliit,sé#&kHengky Gosal SpPD

“ Clara Lintang Parica Mahasiswa Fakultas Hukum Adye JogjakartaKeterkaitan
Arsip Elektronik Sebagai Alat Bukti Sah di PengailBadan Perpustakaan dan Arsip DIY,
Yogyakarta, 2009, him. 3.



dan dr.Grace Herza Yarlen Nela, Prita didiagnosehderita Demam berdarah,
atau Tifus. Setelah dirawat selama empat hari tdisserangkaian pemeriksaan
serta perawatan, gejala awal yang dikeluhkan bangunamun ditemukan sejenis
virus yang menyebabkan pembengkakan pada Yeher.

Selama masa perawatan Prita mengeluhkan minimnggelasan yang
diberikan oleh dokter atas jenis-jenis terapi meghag diberikan, disamping
kondisi kesehatan yang semakin memburuk yang didideat kesalahan dalam
pemeriksaan hasil laboratorium awal menyebabkarelkakn diagnosis oleh
dokter pemeriksé.

Karena pengaduan serta permintaan tertulis untukdapatkan rekam
medis serta hasil laboratorium awal yang tidak tlag@enuhi oleh pihak rumah
sakit Prita kemudian menulig-mail tentang tanggapan serta keluhan atas
perlakuan yang diterimanya ke sebuah milis. Enggobut kemudian menyebar
luas sehingga membuat pihak rumah sakit merass membuat bantahan atas
tuduhan yang dilontarkan oleh Prita ke media c=@ita mengajukan gugatan
hukum baik secara Hukum perdata maupun F'ukum pideerggan tuduhan
pencemaran nama bdik.

Tanggal 11 Mei 2009 Pengadilar...NMegeri Tangerang enamgkan
gugatan perdata pihak rumah sakit ‘dengan nomorsteegiperkara Nomor
300/PDT.G/2008/PN.TNG, menyatak=...Prita terbuktiakigkan perbuatan yang
merugikan pihak rumah sakit sehinaga harus membeagraigian materiil sebesar
Rp 161 juta sebagai pengganti uang i larifikasiatek nasional dan Rp 100 juta
untuk kerugian materifi.

Tidak puas dengan hasii ke putusan Pengadilan NEgegerang tersebut
Prita dan RS Omni sama-sama menyatakan bandingkefagusan tersebut.
kemudian merekan melakuka~»“oanding ke PengadilaggiliBanten, tapi apa
daya keputusan Pengacilarr Tinggi Banten memutusledowa Prita selaku
tergugat dinyatakan bersalain dan menghukum Pritgaslemembayar ganti rugi
material dan immateric.! kepada pihak pengugat dah 11l sebesar Rp 204 juta.
Dengan rincian kerug.ar material kepada Rumah &akihi sebesar Rp 164 juta.
Kerugian immateiial sebesar Rp 40 juta yakni, PTrasa Mediatama
Internasional selai‘u pengugat |, Rp 20 juta, doktEmgky Gozal selaku pengugat
II, Rp 10 juta dan uukter Grace Hilza selaku pemguid, Rp 10 juta.

Prita tidak berhenti berjuang atas semua hasil tkspn yang di berikan
Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggid® tersebut, selanjutnya
la mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republiloriedia. Yang pada
akhirnya Majelis hakim agung mengabulkan kasasgy#iajukan Prita Mulyasari
terkait gugatan Rumah Sakit Omni Internasional @iasya. Dengan putusan
kasasi NO. 300 K/Pdt/2010/ itu Prita terbebas dagatan ganti rugi sebesar
Rp200 miliar yang dilayangkan RS Omni di PN Tanggra

®  http:/goldagus.blogspot.ca009/06/kronologis-kasus-prita-mulyasari.html. @ldrir
diakses pada tanggal 3Mei 2012)

® |bid.
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Berpijak pada uraian adanya transaksi-transakkirelgk dan informasi
elektronik yang semakin berkembang pada masa sekara dan dikaitkan
dengan sengketa-sengketa yang dapat timbul darigadkan alat bukti yang lahir
dari suatu transaksi elektronik tersebut maka penmlengangkat mengenai
kedudukan dan pelaksanaan alat bukti informastreeik sebagai alat bukti yang
sah pada hukum acara perdata, dalam bentuk skiggjan judul “Analisis
Putusan Yuridis Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah dalam
Kasus Prita Mulyasari*

. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakhelgmnya, adapun
yang menjadi dasar pembahasan dalam penulisansisknip adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana kedudukan/eksistensi dari suw.t inforrakesitronik sebagai
alat bukti yang sah dalam kasus Prita Mulyasari?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim terhakiagus Prita
Mulyasari terkait dengan Informasi E'ckuciik?
3. Apakah putusan pengadilan terhadan kasus Pritaylslsdai sudah sesuai
dengan Undang-Undang Nomcr: 11 .Tahun 2008 tentafaymasi dan
Transaksi Elektronik?

. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Berdasarkan pada permasc!'2tian yang telah peremsikakan, maka
tujuan yang hendak dicapai dari¢ znunhsan skripsadalah :

1. Untuk mengetahui kec'uuitkan dari suatu informaditedaik sebagai alat
bukti yang sah dalam kasus Prita Mulyasari.

2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakihatiap kasus Prita
Mulyasari terkait G=iian informasi Elektronik.

3. Untuk mengetahur putusan pengadilan terhadap kBsiia Mulyasari
sudah sesuai ucagan Undang-Undang Nomor 11 TahQ8 fhtang
Informasi den Tiansaksi Elektronik.

Adapun n s’aat dari penelitian ini mencakup kegonseoritis dan
kegunaan prakitis, =, aitu:

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapauni#kan sebagai bahan
kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkamanperluas ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, danbeniéan
masukan dalam hukum pembuktian perdata di Indorgsia umumnya
dan khususnya tentang penggunaan alat bukti etektralam hukum
acara perdata Indonesia.

2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkammia@faaat bagi para
pengguna teknologi informasi dalam melakukan alsriya terutama
yang berkaitan dengan transaksi-transaksi elelkdrsehubungan dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008rignfdE sebagai
suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pengtgkmenlogi informasi



dan juga dapat bermanfaat bagi para penegak hulalamdhal bahwa
hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembaegaologi,
melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangamoltek dengan
memberikan jaminan hukum bagi para pengguna tegntdcsebut.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilimiahgydidasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yamgufuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengam aénganalisanya, dan juga
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktanmh tersebut untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas pean@aspermasalahan yang
timbul didalam gejala yang bersangkufanladi metode penelitian adalah cara
yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. sclmavudengan itu, dalam
penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagaterik

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari metode yang digunaran dalametiéan ini, maka
penelitian ini termasuk kedalam penelitian de’igandgkatan yuridis normatif,
yaitu penelitian yang dilakukan dengai’ cara menadihan-bahan perpustakaan
hukum yang berhubungan dengar “nermasalthaPenelitian ini bersifat
deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuaanmbuat gambaran atau kajian
secara sistematis, aktual dan akura. berdasarlda-fizkta yang nyata serta
menganalisis hubungan antara peiciuran perundatajgan yang ada dengan
gejala yang akan diteliti.

a. Sumber Data
Penelitian hukum ormatif sumber datanya adalala dakunder. Data
sekunder dalam penelitia’ii: | dapat dibedakan ndeBjétiga):

1) Bahan Hukua.Fximer

Yaitu bahanww'xum yang mengikat, dan terdiri dari:
a. RBg/H'R
b. Kitak*.mdang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang DokumemsBbBaan
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 Tentang Dokuménmasi

dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan babdom primer,
yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undasd;hiaail penelitian, hasil
karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

°® Bambang Sunggon®Jetodologi Penelitian HukupPT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2002, him. 39.
1% Sperjono Soekant®engantar Penelitian Hukunl press, Jakarta 2006, him.10.



3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atayefssan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamusiklepedia, indeks
kumulatif, dan lainnya.

2. Tehnik Analisis Data

Penelitian normatif ini data dianalisis secara katd. Kualitatif adalah
data tidak dianalis dengan menggunakan statisdik mtatematika dan sejenisnya,
melainkan dianalisis dengan menguraikan data yapgraleh dengan kalimat,
serta penajaman pada logika sehingga data dapanderti oleh semua pihak.

Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam yawakat akan
dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu demgambandingkan teori,
pendapat para ahli, serta perundang-undangan ‘arigkb. Dan akhirmya
ditarik kesimpulan secara Deduktif, yaitu kesimr:ai.g diambil dari hal-hal
yang umum ke khusus.

PEMBAHASAN

. Kedudukan Suatu Informasi Elektronik Zebagai Alat Bukti Yang Sah dalam
Kasus Prita Mulyasari

UU ITE akhirnya mencantunkar. informasi elektronitaua dokumen
elektronik atau hasil cetaknya setagc’ alat bukitigysah sesuai dengan hukum
acara yang berlaku sebagaimana ‘=rmuat dalam Bassidang-undang ini.
Dengan adanya pasal tersebut, cxnirnya mengakdridepatan ahli dan praktisi
hukum mengenag-mail serta’dorumen elektronik lainnya tergolong dalaat al
bukti yang sah menurut undaiig-undang. Hal ini mehbpara hakim tidak ragu
untuk mengkategorikan .iniorriiasi elektronik,dokunedektronik, bahkan tanda
tangan elektronik sebaoas aiat bukti.

Para pihak dapat mengemukakan fakta atau perisgavey dijadikan
dasar untuk menetapaii atau membantah hak danikewajirinya atau orang
lain. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku dinksla seperti yang diatur
menurut Pasal 1cbG KUHPerdata dan Pasal 284 RBYMIR, alat-alat bukti
yang sah terdiri uari bukti tulisan, bukti dengaaks-saksi, persangkaan-
persangkaan, pengakuan dan sumpah. Apabila ddiaatkelima macam alat
bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284/ RB4 HIR, dokumen
elektronik termasuk dalam kategori alat bukti @isHal ini dikarenakan pada
hakikatnya dokumen elektronik ini merupakan tulisamg dituangkan dalam
sebuah surat elektronik, dimana tujuan dari penapuatlisan tersebut adalah
untuk mewujudkan suatu kejadian yang telah teriai menyatakan perbuatan
hukum yang harus dilakukan oleh seseorang. Kebanadakumen elektronik
juga dimaksudkan untuk mengutarakan maksud segepatan kedua belah pihak
dalam bentuk surat elektronik yang disetujui beisam

Pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektrdapgat dilakukan
dengan®!

' Rapin Mudiardjo,_www. bebas. vism. orgdata Elektronik sebagai Alat Bukti




1) Didasarkan atas kemampuan komputer untuk memaindata, dimana
informasi dan dokumen elektronik tersebut dapakudidanpa adanya
keterangan, jika sebelumnya telah ada sertifikediadap metode bisnis
yang dilakukan dan menggunakan sistem elektronilgysesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini seiqugnakan dalam
praktek bisnis maupun non-bisnis untuk menyetarakd@kumen
elektronik dengan dokumen konvensional

2) Menyandarkan pada hasil akhir sistem komputer. lbysa dengaroutput
dari sebuah program komputer yang hasilnya tidadatdilui dengan
campur tangan secara fisik. Contohnya, rekamampdelelan transaksi
ATM. Artinya, dengan sendirinya bukti elektronikgebut diakui sebagai
bukti elektronik dan memiliki kekuatan hukum. Kelkuaila dibuktikan
lain, informasi, dokumen atau data tersebut dotr@sdmpingkan.

3) Perpaduan dari dua metode di atas, yaitu nengalartbadap informasi
dan data elektronik tersebut dilihat dari prozasypepanan informasi dan
dokumen tersebut serta hasil akhir dar: intc rméesi @okumen elektronik
tersebut.

Suatu informasi dan dokumen_elekiorik sebagai ibelektronik baru
dapat dinyatakan sah apabila mengoui:akar: sisteimaglék yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku di Indonesiz.. Suatu buldktebnik dapat memiliki
kekuatan hukum apabila informasinys. dapat dijamieutkhannya, dapat
dipertanggungjawabkan, dapat diai'ses, dan dapaampltkan sehingga
menerangkan suatu keadaan. Orang vang mengajuaantsikti elektronik harus
dapat menunjukkan bahwa inforir asi dan dokumen yamgikinya berasal dari
sistem elektronik yang terper:aya. Mengenai hadlisiur dalam Pasal 5 ayat ( 2),
Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE.

Edmon Makarim, pakar hukum telematika dari Univassilndonesia,
berpendapat informasi._e'encronik dapat diekuivadenidengan kertas dimana
untuk bernilai hukum s=harusnya sebuah informaitenik berbentuk tertulis,
bertanda tangan dan oi.ginal, dalam kondisi temtehtenurut Edmon Makarim
fokus utama dari U 1/E ini adalah menghadirkamoiinfasi elektronik menjadi
bernilai secara_hukum dan mempunyai kekuatan petaloukOleh karena itu,
dengan berlakunya UU ITE ini, maka hakim tidak baleenolak penggunaan alat
bukti elektronik dalam persidangan dan juga harestakukan verifikasi dengan
patokan UU ITE.

Sehubungan dengan hal ini Arief Indra Kusuma Adaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum, mengatakan ada dua pilihan ganigg dipakai dimana
bukti elektronik dapat dikategorikan sebagai alaktbsurat atau sebagai alat
bukti petunjuk. Dijelaskan Arief, informasi elekti& menjadi alat bukti surat jika
informasi elektronik tersebut diubah dalam bentatak, dan menjadi alat bukti
petunjuk bila informasi elektronik tersebut memikleterkaitan dengan alat bukti
lain dan semua kekuatan alat bukti tersebut bebaesgan kata lain kekuatan
bukti elektronik sebagai petunjuk sangat tergantyagla keyakinan hakim

Elektronik Masih Dipertanyakar21 Agustus 2012.



sebagai pemutus perkara.

UU ITE seperti halnya cara pandang pengadilan nimerikan bahwa
informasi dan dokumen elektronik adalah perluasanalat bukti yang sah sesuai
dengan hukum acara, daripada mengakui informasi dtskumen elektronik
sebagai sebuah alat bukti tersendiri, hal ini dajgdtat dalam Pasal 5 ayat ( 2 )
UU ITE. Namun, pengakuan yang diberikan oleh UU MEmiliki arti penting
tersendiri terutama bagi Indonesia sebagai Negang yidak menganut prinsip
Stare Decisisyaitu prinsip dimana dasar vonis mengikuti vonisig/gernah
dilakukan dalam perkara yang samaSehingga keputusan pengadilan bukan
merupakan sumber hukum yang mengikat bagi hakinmya. Dengan adanya
UU ITE, maka sepanjang sesuai dengan UU ITE, tagkat lagi dikemukakan
keberatan atas penggunaan informasi dan dokumedtrozlk maupun tanda
tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian-uraian dan pendasct. para ahliatdsa maka
kedudukan suatu informasi elektronik sebagai acttibyang sah dalam kasus
Prita Mulyasari dapat kita lihat dalam sistem I ukudonesia, bahwa keberadaan
data elektronik, termasué&-mail sudah dapet dnadikan sebagai alat bukti yang
sah. Ini dapat kita lihat secara jelas dalam “».ang menimpa Prita Mulyasari,
dalam kasus ini Prita Mulyasari ‘di «gugat oleh pihdkS OMNI
INTERNATIONAL akibat dari isi e- mdil Fiita Mulyasayang menyampaikan
keluhan serta tanggapanya mengenc' perlakuan ygmgralehnya di RS OMNI
INTERNATIONAL yang tersebar ke berbagai mailingtlisEmail tersebut
kemudian menyebar luas sehirigjga-membuat pihak rusakh merasa harus
membuat bantahan atas tuduhan yang dilontarkanRyitd ke media cetak serta
mengajukan gugatan hukum secara Hukum perdatah, jlilasnya secara jelas
bahwa atas perbuatan hukuia“Prita tersebut makasgutBengadilan Negeri
Tangerang dalam pokok perkaranya menyatakan Terguiga Prita Mulyasari
telah melakukan perbuatarn melawan hukum terhadaggegat atau RS OMNI
INTERNATIONAL vyaiw: tertulis jelas dalam poin ke-@alam pokok perkara
Menyatakan terguna: clah melakukan perbuatan naslalwkum terhadap
penggugat. Yang Ihana dalam hal ini e- mail ataa pigebut sebagai alat bukti
informasi elektror:k _eperti yang diatur dalam ULEIPasal 5 ayat 1 di jadikan
sebagai alat buku yang sah dalam kasus Prita Malya Kedudukan atau
eksistensi informasi elektronik sebagai alat byking sah dalam hukum acara
indonesia cukup jelas, kedudukan atau eksistefsintasi elektronik sebagai
alat bukti yang sah disejajarkan dengan alat bysig diatur dalam Pasal 1866
KUHPerdata maupun Pasal 284 RBg/ 164 HIR, RBg/ HIR.

Mengenai apakale-mail dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses
peradilan perdata, kita perlu merujuk pada keterRagal 5 dalam UU ITE,
dengan mendasarkan pada ketentuan di atas, dapapdikan bahwa UU ITE
telah mempertegas kedudukan informasi elektronikndahal ini yaitue-mail

12 www. google. comUU ITE Jadi Payung Hukum Print Out sebagai Alat Buk
Terakhir ddiakses pada tanggal 8 Agustus 2012)
131.P.M. Ranuhandoko B.Agp cit, him. 504.




sebagai salah satu Dokumen Elektronik yang dapadikan sebagai alat bukti
yang sah dalam kasus Prita Mulyasatri.

. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Atas Kasus Prita Muyasari Terkait
Dengan Informasi Elekronik.

Dalam hal ini ini pokok bahasan yang disorot dalpertimbangan-
pertimbangan hakim mulai dari Pengadilan Negengéaang, Pengadilan Tinggi
Banten, sampai ke tingkat Pengadilan Mahkamah Aguia¢ph:

1. Pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap kasits Mulyasari kaitanya
dengan informasi elektronik.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim mulai dangadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi dan sampai Mahkamah Agung memiditan yang jelas
dengan informasi elektronik yaitu e-mail milik Rrivv!yasari yang berisi tentang
keluhan Prita Mulyasari terhadap pelayanan RS/ ONWNERNASIONAL yang
tersebar ke berbagai mailing list sehingga pihan®&NI INTERNATIONAL
merasa dirugikan atas perbuatan Prita Mulayascebet yang kemudian pihak
RS mengajukan gugatan perdata terhada:z-piiak Mdtgasari dengan dasar
gugatan yang menyatakan bahwa Prita n.2la’iukan gmumelawan hukum
sebagaimana dimaksudkan dalam ketcrituan PasalKi3@Per atas tindakanya
tersebut yang tercantum jelas dalam augatan PeaggligPengadilan Negeri
Tangerang.

Untuk lebih jelasnya mengenai kaitan pertimbangairn terhadap kasus
Prita Mulyasari dengan informasi«z.ektronik, makenylis akan membahas
pertimbangan hakim terhadap ka: us Frita Mulyasakaindari Pengadilan Negeri
Tangerang, Pengadilan Tingfl barten, sampai Mahkakhgang.

Pertama pertimbangar:-»<rtimbangan pada tingkatenapertama atau
Pengadilan Negeri yaitu Fartirabangan Hakim Pengiadilegeri Tangerang Atas
Kasus Prita Mulyasari Kai'a:.ya Dengan InformaskEtmik sebagai berikut;

Pertimbangan-p2ruiiibangan hakim Pengadilan Negargdrang, Hakim
mempertimbangkan curit-surat yang bersangkutan ¢aigatan Penggugat dan
eksepsi tergugat. ‘D1 dalam Gugatan Penggugat meudidtdalil yang erat
kaitanya dengan uiwormasi elektronik yaitu berupsas elektronik atau e-mail
Prita Mulyasari yai.g berisi tentang keluhan Pritalydsari akan pelayanan RS
OMNI INTERNATIONAL yang mana surat elektronik ataermail tersebut
tersebar ke berbagai mailing list sehingga membpdtak RS OMNI
INTERNATIONAL merasa dirugikan akan perbuatan Pialyasari. Dengan
demikian, pihak RS OMNI INTERNATIONAL melakukan gatgn perdata ke
PN Tangerang atas perbuatan Prita tersebut, dengjatalil gugatan yaitu Prita
melakukan perbuatan melawan hukum atas isi daat slektronik atau e-mail
Prita Mulyasari tersebut sebagaimana dimaksud dd&atentuan pasal 1365
KUHPer. Hal itu jelas dapat dilihat di poin-poinlidgugatan pihak RS OMNI
INTERNATIONAL yang tertulis di poin 13, 14, 15, 14,7, dan 18 adalah
merupakan informasi elektronik yaitu surat elekiikaatau e-mail Prita Mulyasari
yang menurut RS OMNI INTERNATIONAL adalah dapat uhkifisir sebagai
perbuatan melawan hukum. Sedangkan pertimbangam hakan dalil-dalil
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eksepsi dari tergugat dimana beberapa pokok-polenkting dari dalil tersebut
adalah:

1. Gugatan penggugptemature

2. Gugatan kurang pihak/tidak lengkapx¢eption Plurium Litis Consortium
serta lengkap dengan poin-poin nya, hamun hakinarigumemperhatikan
eksepsi dari tergugat tersebut dan lebih mempeainglkan dalil gugatan dari
penggugat dan membenarkan dasar gugatan penggaggt ngenyatakan
Prita Mulyasari telah melakukan perbuatan melawakuim berdasarkan
Pasal 1365 KUHPer.

Dengan demikian, dalam pertimbangan hakim di PNg&eng dapat
disimpulkan hakim lebih dominan mempertimbangkamgagan penggugat dan
cenderung mengabaikan eksepsi tergugat, hal it=tddfa lihat dari putusan
hakim yang mengabulkan sebagian dari gugata pgagigian membenarkan
dasar gugatan penggugat yankni Pasal 1365 K'JHrter garbuatan melawan
hukum. Sehingga hakim PN Tangerang rnemutuskan nsergkan pihak
penggugat yaitu pihak RS OMNI INTERNATI2NAL dan nmtahkan sanksi
ganti rugi kepada Prita Mulyasari sebesa: R)» 3B438®,- (tiga ratus empat
belas juta dua ratus delapan puluh eriam rihu agasrenam puluh rupiah). Jadi
dapat disimpulkan pertimbangan-pertiirbangan hakiRNdTangerang atas kasus
Prita Mulyasari terkait dengan inform.:si e ektromikmiliki kaitan yang jelas.

Kemudian pertimbangan-pciumuangan pada tahap datndgtengadilan
Tinggi yaitu Pertimbangan Hakim ?er.gadilan Tinggighri Banten Atas Kasus
Prita Mulyasari terkait Dengan ~nformasi Elektronddalah Pertimbangan-
pertimbangan hakim Pengadi'an Tinggi Banten denddomor Perkara
71/PDT/2009/PT.BTN tangge'.® September 2009 mendaatib pertimbangan
Pengadilan Tinggi Tangeiang.dengan Nomor Perkad&B80r.G/2008/PN.TNG
untuk dijadikan pertimba.'ycanya sendiri, dimanag@ditan Tinggi Banten sama
sekali tidak memberii:ar~dasar dan alasan untuk kuleden pengambilalihan
pertimbangan tersei i, sebagaimana pertimbangaa padman 14 Putusan
Pengadilan Tinggi‘Sain.2n Aqua yang menyatakan:

“Menimbai g, Yahwa setelah meneliti dan mempela@acara cermat dan
seksama berkas ¢ >rkara, berita acara persidangatudaan resmi Pengadilan
Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor:300/1)Z008/PN.TNG serta
Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajo oleh pihak-pihak
yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukumdéédag Tingkat Pertama,
maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengatimpangan hukum
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alim d#jadikan sebagai
pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding serghlam mengadili
perkara ini” Dengan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Bantéomor
71/PDT/2009/PTBTN menguatkan putusan Pengadilareil@@ngerang tanggal
11 2009 Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG dengan isi gatumemenangkan
pihak penggugat yaitu RS OMNI INTERNATIONAL dan n@ihkan sanksi
ganti rugi dengan perbaikan sebesar Rp 164.284.@&09atus enam puluh empat
juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratasn puluh rupiah).
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Dengan demikian, dapat dilihat jelas pertimbangakirh di Pengadilan
Tinggi Tangerang dengan pertimbangan hakim Peragadihggi Banten tidaklah
memiliki perbedaan yang berarti. Jadi, dapat disikgn pertimbangan hakim
Pengadilan Tinggi Banten atas kasus Prita Mulyasamiliki kaitan erat dengan
informasi elektronik karena pertimbangan hakim Reiign Tinggi Banten
mengambil alih pertimbangan hakim Pengadilan Ne@arigerang yang mana
disebut dan dijelaskan di atas sebelumnya bahwantengan hakim Pengadilan
Negeri Tangerang memiliki kaitan dengan informaekteonik.

Terakhir pertimbangan-pertimbanga pada tingkat Makdéh Agung yaitu
Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Kasus RVitdyasari Kaitanya
Dengan Informasi Elektronik sebagai berikut.

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakiahkama
Agung dalam putusan kasasi No. 300 K/Pdt/2010-adaeluruh pertimbangan-
pertimbangan dan isi putusan Pengadilan Neycori drang dengan Nomor
Perkara. 300/PDT.G/2008/PN.TNG dan seluruh pedmghn-pertimbangan dan
isi putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor
Perkara.71/PDT/2009/PT.BTN, beserta aasan-alasang ydiajukan oleh
Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding/ Terbandingngenai alasan-alasan
Dalam Eksepsi 1,2,3, Dalam Pokok rarkara 1 s/d &8 @alam Rekonpensi
adalah berkaitan erat dengan informzoi eiektromitelka seluruh pertimbangan
tersebut adalah pertimbangan yany. berisi dan measbaéntang informasi
elektronik tersebut yaitu surat elektror ik atau gfRata Mulyasari, seperti yang
sudah disebutkan dan dijelaskai. sebelumnya di npestigan hakim di
Pengadilan Negeri Tangerang ian pertimbangan haRangadilan Tinggi
Banten.

Pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Agung ndafutusan
Nomor 300 K/PDT/2010 yany termuat mulai dari halania sampai dengan
halaman 9, Mahkamah. ~gung berpendapat terdapat pculdasan untuk
mengabulkan permohenarn Kasasi dari pemohon KaPaga Mulyasari dan
membatalkan keputucar, Pengadilan Tinggi Banten M@t DT/2009/PT.BTN
tanggal 8 Septernber 2009 yang memperbaiki putusangdéilan Tinggi
Tangerang Nomo: SJ0/PDT.G/2008/PN.TNG tanggal 11 A0€9. Oleh karena
itu di tingkat Kasasi Mahkamah Agung memenangkamgie®n Kasasi dahulu
tergugat/ pembanding/ terbanding yaitu Prita Mulyas

Jadi, seluruh pertimbangan-pertimbangan hakim Malaka Agung
membahas informasi elektronik yaitu surat elekikatau e-mail Prita Mulyasari
yang tersebar ke berbagaiailing list sehingga membuat penggugat melakukan
gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan bk bahwa perbuatan
Prita Mulyasari tersebut dapat dikualifisir sebagarbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365PKtJthamun di tingkat
Kasasi gugatan tersebut tidak terbukti sesuai denggentuan pasal 1365
KUHPer. Dari analisis di atas, dapat disimpulkahvia seluruh pertimbangan-
pertimbangan hakim mulai dari Pengadilan Negerig€aang, Pengadilan Tinggi
Banten sampai dengan Mahkamah Agung atas kasus Nulyasari memiliki
kaitan yang jelas dengan informasi elektronik
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C.Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Prita Mulyasari 8suai Dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasban Transaksi
Elektronik.

Berdasarkan putusan-putusan yang termuat di atakl yautusan
Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi égantsampai dengan
Mahkamah Agung tidak terdapat secara jelas kesaspaitusan dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi damgaksi Elektronik. Secara
jelas, hal itu dapat kita lihat pada putusan-putusakim tidak sedikitpun
menyinggung mengenai Undang-Undang Nomor 11 taB08 gentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Untuk lebih jelasnya Risrakan membahasnya secara
berurutan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, gaeilan Tinggi, sampai
Mahkamah Agung. Pertama, Putusan Pengadilan Negangerang yang
memutuskan dan menyatakan tergugat telah riclakgexhuatan melawan
hukum terhadap para penggugat sebagaimana diii.sesddkam ketentuan pasal
1365 KUHPer yang berbunyi “tiap perbuatan_ri.2laliakum @nrechtmatige
daag, yang membawa kerugian kepada orang lain, mekamiborang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian ita, inendggamtkerugian tersebut”.
Sehingga, pada tahap tingkat pertama di 2er.gabliégeri Tangerang gugatan
penggugat yaitu pihnak RS OMNI INTEZNATIONAL dikalkain untuk sebagian
gugatanya dan tergugat yaitu Prita M. -asari dijasanksi ganti rugi sebesar Rp
314.286.360,- (tiga ratus empat belac.iuta duas élapan puluh enam ribu tiga
ratus enam puluh rupiah). Jadi, (Oer'asarkan uratnspn Pengadilan Negeri
Tangeran tersebut Penulis meny mpwikan bahwa patis&h tingkat Pengadilan
Negeri Tangerang dengan Norur Perkara: 300/PDTGB/BIN.TNG dapat
dikatakan tidak sesuai dengen U'J No. 11 Tahun 280&ng ITE, karena hal itu
dapat kita lihat secara jelas ualam putusan tetdetak ada menyebut ataupun
menyinggung sedikitpun_tentang UU No. 11 Tahun 2@08ang ITE melainkan
pada tahap Pengadilan i'eyeri Tangerang hakim mekarudan mengabulkan
dasar gugatan Penqg.ga. bahwa isi surat elektrBrila Mulyasari tersebut
adalah perbuatan meiawan hukum sebagaimana dimaksladh Pasal 1365
KUHPer.

Kedua, .dclain putusan Pengadilan Tinggi Banten aParkNomor
71/PDT/2009/PT.b N tertanggal 8 September 2009 yatagh mengambil alih
pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tangeranguk undijadikan
pertimbangannya sendiri, namun Pengadilan Tinggit@a sama sekali tidak
memberikan dasar dan alasan untuk melakukan penigaithbn pertimbangan
tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halamBnotigan Pengadilan Tinggi
Banten aguo yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelaacara cermat dan
saksama berkas perkara, berita acara persidangatudman resmi Pengadilan
Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor: 300/FI2008/PN.TNG serta
Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajo oleh pihak-pihak
yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukumdeédag Tingkat Pertama,
maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengatimpangan hukum
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alim d#jadikan sebagai
pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding serghlam mengadili
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perkara ini.” Sehingga pada tahap tingkat banding di Pengadilaggil Banten
ini para terbanding/para pembanding dahulu parggegat I, I, 1l yaitu RS.
OMNI INTERNATIONAL dikabulkan dan tergugat/ pembang/ terbanding
yaitu Prita Mulyasari dijatuhi ganti rugi sebesgr R64.286.360,- (seratus enam
puluh empat juta dua ratus delapan puluh enantigbuatus enam puluh rupiah).

Di dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Bantenjuga hakim lebih
dominan mempertimbangkan dalil pokok gugatan pegggyang menyatakan
perbuatan Prita Mulyasari tersebut adalah perbuataelawan hukum
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPeh Kdrena Pengadilan
Tinggi Banten Nomor Perkara 71/PDT/2009/PT.BTN aleggal 8 September
2009 yang telah mengambil alih pertimbangan putuBa&mgadilan Negeri
Tangerang Nomor Perkara 300/PDT/2009/PT.BTN  untukjadidtan
pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan T2@gten sama sekali tidak
memberikan dasar dan alasan untuk melakuka:i pemgalhbn pertimbangan
tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halarantddan Pengadilan Tinggi
Banten sehingga putusan hakim Pengadilan Ne jegeFang Nomor Perkara
71/PDT/2009/PT.BTN menguatkan putusar Peryadilagei&angerang Nomor
Perkara 300/PDT.G/2008/PN.TNG. Jadi, Gari-analisatas penulis juga tidak
menemukan putusan yang sesuai dengan Undang-Uhitangr 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elz.#ronik melamldapat dikatakan tidak
sesuai dengan UU No. 11 Tahun 20(8 te ntang ITEnkahal itu dapat kita lihat
secara jelas dalam putusan terseput tidak ada tenhgaupun menyinggung
sedikitpun tentang UU No. 11 Tanhva 2008 tentang f&ainkan pada tahap
Pengadilan Tinggi Banten hakim memutuskan dan nierdkan dasar gugatan
Penggugat bahwa isi surat (:lek‘ronik Prita Mulyiasansebut adalah perbuatan
melawan hukum sebagaimaia” dimaksud dalam Pasal KB&Her, hal itu
dipertegas karena pada tiriakat Pengadilan Tinggid®a hakim mengambila alih
pertimbangan hukum Rer.gadilan Negeri Tangeran@tadanya dasar dan alasan
yang jelas. Tetapi periilis menyimpulkan hakim memggan pasal 5 ayat (1),
(2). (3), (4), Pasal ¢ uvan Pasal 44 UU ITE terhati#prmasi Elektronik,
Dokumen Elektroni atau pun hasil cetak dari InfasirElektronik dan Dokumen
Elektronik diakui . a:at bukti yang sah sebagai malpexrluasan alat bukti
berdasarkan KUHFer.

Pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung memutuskambatalkan
putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor PerkaraT/BD09/PT.BTN, tanggal
8 September 2009 yang memperbaiki putusan Pengablitgeri Tangerang
Nomor Perkara 300/PDT.G/2008/PN.TNG tanggal 11 M09 vyaitu
memenangkan pihak pemohon Kasasi dahulu tergugatbanding/ terbanding
yakni Prita Mulyasari. Dalam pertimbangannya, Mah&h Agung berpendapat
mengenai alasan-alasan dalam eksepsi 1, 2, data® gekok perkara sampai
dengan 23 dan dalam rekonpensi bahwa alasan-akasatut dapat dibenarkan,
oleh Pengadilan Tinggidudex Factitelah salah menerapkan hukum. Penulis
berpendapat sama dengan keputusan Mahkamah Agtsebue Jadi, penulis
tidak menemukan kesesuaian putusan pengadilan miéhgdang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elak¢, ataupun hakim tidak
memutuskan perkara tersebut berdasarkan Undangagndamor 11 Tahun
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2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikage hakim memutuskan
berdasarkan penafsiran.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, makat dditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan dari suatu informasi elektronik sebadgi laukti yang sah dalam
kasus Prita Mulyasari terpapar jelas dalam UU IT&1M tahun 2008 yaitu
terdapat pada pasal 5 ayat (1), (2). (3), (4), IPastan Pasal 44 UU ITE
terhadap Informasi Elektronik, Dokumen Elektroni&wapun hasil cetak dari
Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.diakaliat bukti yang sah.
Sedangkan kekuatan pembuktian formil da= mategiiagntung dokumen
tersebut menggunakan sistem elektronik secual dekgfantuan yang diatur
dalam undang-undang dan informasi rany tecantunalaithya dapat
diakses, ditampilkan, dijamin keutuhan; «cotentikdem kerahasiaannya,
serta dapat dipertanggungjawabkan <=hir gga menenanguatu keadaan.
Perkara perdata Prita Mulyasari n.elawan RS. Onterriasional tentang e-
mail yang berisi keluhan sebacuxi pasien, dalam samtaya Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tingglud::x Fuctig menyatakan Prita bersalah dan
melakukan perbuatan melawa’i rii'tkum. Menurut Perfilisjsan Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tingal (id=« tepat atau tehh dalam menerapkan
hukumnya karena perbuaic»~teisebut tidak memenoburwnsur dari
perbuatan melawan hukiiden merupakan hal yaray.waj

2. Pertimbangan-pertimbangar hakim terhadap kasua Rtilyasari terkait
dengan informasi elekironik adalah Pertimbangatifpbangan hakim mulai
dari tingkat Pengadiicii-legeri Tangerang, Pengadilaggi Banten sampai
Mahkamah Agung ycng pertimbanganya membahas seoarayeluruh
mengenai e-ma. ~-tau surat elektronik Prita Mulyiasgang menurut
Penggugat acaic.: perbuatan melawan hukum yangkterdu tingkat
Pengadilan iie<=ri Tangerang dan Pengadilan Tingmite®, dan tidak
terbukti di ting: at Mahkamah Agung bahwa pertimtamgersebut memiliki
kaitan yang jelas dengan informasi elektronik haldapat di lihat secara
jelas dalam pertimbangan di setiap tingkat peradi@mbahas tentang surat
elektronik atau e-mail yaitu informasi elektronikard Prita Mulyasari
tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertimbapgatimbangan hakim
terhadap kasus Prita Mulyasari terkait dengan mési elektronik adalah
bahwa seluruh pertimbangan hakim mulai dari tingRahgadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung hkerkaitan yang
jelas dengan informasi elektronik.

3. Putusan pengadilan terhadap kasus Prita Mulyidaklah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infornosi Transaksi
Elektronik, hal ini dapat kita lihat secara jelas sétiap putusan tingkat
peradilan hakim memutuskan dengan penafsiran dgakken para hakim.
Karena, di setiap amar putusan pengadilan di sétiggat peradilan secara
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jelas tidak pernah sama sekali menyebutkan Undarghg Nomor 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekrometapi penulis
menyimpulkan hakim menggunakan pasal 5 ayat (1)(32 (4), Pasal 6 dan
Pasal 44 UU ITE terhadap Informasi Elektronik, Dalain Elektronik atau
pun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan DolamElektronik diakui alat
bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti yahg sa

B. SARAN

1. Saran yang diperoleh penulis ialah Perlu ugang sungguh-sungguh untuk
mempersiapkan aparat penegak hukum yang peka #&rh&admajuan
teknologi dan dapat mengaplikasikan teknologi dalaemjalankan tugas,
memperkuat infrastruktur di bidang teknologi inf@sndan komunikasi baik
oleh pemerintah maupun pelaku usaha sehingaa dagagurangi peluang
terjadinya cyber crime.

2. Hakim harus berani menilai, memeriksa, r»enimbangngadili, maupun
memutus suatu perkara yang nota bene morupakaketangalam proses
pembuktian dalam bentuk e-mail dan daiain"membu&uuAcara Perdata
Nasional yang akan datang hendaknyc.m:muat keteyarag mewajibkan
hakim pada Pengadilan Tinggi uituk mempertimbangkemori banding
dan Pengadilan Tinggi harus mer puriyai pertimbamggoum sendiri, tidak
serta merta mengambil alih pertinbangan hukum RbBlaga Negeri,
sehingga menunjukkan usahi yang sungguh-sunggulk unenegakkan
hukum, keadilan, kebenarar. ua= menunjukkan kewibawdari hakim itu
sendiri.

3. Pemerintah juga henda'.\nya 'segera membentuk PiBema pelaksanaan
informasi, dokumen dar~tunda tangan elektronik gabalat bukti di
pengadilan untuk sernakin menjamin kepastian hukwam perlindungan
hukum bagi pihak-pinak yang hendak mengajukan ssagkdengan
menggunakan alatbuk. elektronik.
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